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BAB V 

 PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan dalam beberapa bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu bandara 

adalah obyek pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dipajaki, 

karena bandara adalah salah satu fasilitas umum yang diperuntukkan 

untuk mencari keuntungan. Tujuan pendirian bandara sendiri memang 

untuk melayani kepentingan umum, tetapi hal tersebut tidak 

melepaskan kewajiban WP untuk membayar pajak dari Bandara 

sendiri. Oleh karena itu dalam pasal 3 (a) Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 1985 yang dimaksud “sebagai kepentingan umum dan 

memperoleh keuntungan” adalah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Maka dari itu bandara sebagai fasilitas umum yang 

pendiriannya berdasarkan Badan Usaha Milik Negara jelas – jelas 

secara eksplisit bertujuan untuk mencari keuntungan dari pengelolaan 

bandara sendiri. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan 

tersebut dilakukan suatu penemuan hukum yaitu penafsiran hukum. 

Penafsiran hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan 

tersebut adalah penafsiran otentik, gramatikal dan sistematis. 

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh WP terkait dengan adanya 

keberatan mengenai adanya penagihan pajak adalah dengan 

mengajukan keberatan yang diajukan langsung oleh WP ke Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yang tata cara mengajukan 

keberatan tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tetapi 

apabila keberatan ditolak maka WP berhak mengajukan banding 

dengan alasan  lahan mana saja dari PT BIJB tersebut yang sudah 

memiliki sertifikat dan bangunan apa saja yang sudah rampung 

sehingga dapat dipajaki. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh 

fiskus untuk mrnghindari adanya perbedaan penafsiran antara WP dan 
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fiskus adalah dengan penyuluhan terkait UU PBB, pembukuan 

mengenai WP, pemeriksaan yang dilakukan oleh  

Dirjen Pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. 

  

5.2 Saran 

1. Dari analisis yang telah dilakukan penulis mengenai bandara yang 

dikaitkan dengan UU PBB, penulis memberi saran kepada pemerintah 

sebagai fiskus yang memiliki kewenangan dan hak untuk memungut 

pajak, harus lebih memperhatikan mengenai hukum perpajakan yang 

ada di Indonesia. Dengan munculnya perbedaan penafsiran yang 

terjadi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sendiri 

dapat terlihat bahwa kurangnya pemahaman yang terjadi antara Wajib 

Pajak, maka dari itu pemerintah harus melakukan penyuluhan 

mengenai Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan sendiri. 

Karena tidak seluruh masyarakat sekalipun memahami isi dari 

peraturan perundang – undangan perpajakan termasuk UU PBB. Maka 

dari itu pemerintah harus secara  terus menerus melakukan penyuluhan  

mengenai perkembangan mengenai substansi dari undang – undang 

tersebut agar tidak terjadi permasalahan maupun sengketa antara fiskus 

dan wajib pajak. 

2. Untuk melakukan upaya hukum  terkait adanya sengketa perpajakan, 

penulis memberikan saran kepada WP untuk melihat tata cara 

ketentuan melakukan keberatan maupun banding di Undang – Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Undang – 

Undang Perpajakan, sedangkan terkait upaya hukum yang dilakukan 

oleh fiskus sebagai pemungut pajak secara kontinu melakukan 

penyuluhan terkait Undang – Undang Perpajakan agar pihak WP dapat 

memahami secara jelas dan konkret terkait peraturan perundang – 

undangan tersebut. 
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